RESERSE DAN INTEL

HARUS MEMBANGUN
RASA SALING PERCAYA .=

APOLRI Jenderal Polisi Sutanto
mengingatkan kepada anggota Polri
khususnya yang bertugas di satua

reserse dan intelijen untuk selalu mengmgat g

tugas pokok dan menyelesaikannya’se
baik. Selain itu diingatkan pula agar tept

ningkatkan kinerja agarsetnapvtugasyangd -

laksanakan sesuai visi dan,misi

Kapolri menglngatkanh it
membuka Rakernis %un.gm R dan
Fungsi Intelijen di Hote|(Bida rﬂakarta
Selasa (13/3) lalu, Hadmu lam "‘ratersebut
antara lain Wakapolri Kemjen Drs Makbul
Padmanagara, Kab o!n Irjen Pol Drs
Bambang Hendarso:Danufiy Kababinkam
Polri Irjen Pol |man% jai afserta sejumlah
pejabat teras lainnya.

Acarayang ditutupp
itu mengusung tema..
Pembenahan dan Al
Profesionalisme Sert
Rangka Meningkatka
Peserta terdiri dari
Densus seluruh Indonesia:

Kabareskrim Irjen Pol; Drs Bambang Hen-
darso Danuri dalam arahan amengatakan
tiga tugas pokok yang harus ‘djlaksanakan
dengan baik oleh anggotal Pe]n sudahdiatur
dalam pasal 13 UU No.2/20 Dalam sal
itu disebutkan bahwa tugas..p

‘st|an Hukum.

pertama; mempertahankan keamana dan’””

ketertiban masyarakat' Kedua® melakukan
penegakan hukum. Sedangkan tugas ketlga,

melindungi, mengayomi dan melayani.

masyarakat," kata Kabareskrim.
Sementara tugas pokok itu harus dilak-
sanakan, visi dan misi Polri juga harus dijalan-

«Narkoba dan'

' MELALUI KONSOLIDA
KITA TINGKATKAN

"Bengan adanya rakel
kondisi hubungan-kerja mei
Informasi yang masuk atau didapat reserse

i, dan intelijen dapat ditindaklanjuti dengan®s
terlebih dahulu membangun saling percayas=
dantidakegois. Disini juga dituntutagar tidak

Karena kedua belah pinak =

‘adat supenor
mempunyai.komitmen: yang sama. Dengan

sinergitas kedua ﬁings: ini.tugas pokok Polri’

akan.terwujud, " harapnya.

T T

BARESKRIM / BA
DALAM RANGKA MENCIPTAKAN K

kan. Visi Polri yaitu mewujudkan postur Polri
yang profesional, bermoral dan modemn seba-
gai pelindung pengayom dan pelayan ma-
syarakat yang terpercaya dalam Harkam-
tibmas dan penegakkan hukum.

“Dalam melaksanakan tugas, anggota Polri
juga tak boleh melupakan misinya untuk me-
negakkan hukum secara profesional, objektif,
proporsional, transparan, akuntabel untuk
menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
Tugas pokok serta visi dan misi harus

DISAIN RAKERNIS

Rakernis Reskrim merupakan bagian dari
Rencana Kerja Bareskrim 2007, yang meru-
pakan prioritas program dalam rangka kon-
solidasi, pembenahan dan percepatan. Baik
dalam rangka pembinaan maupun opera-
sional/penyelidikan.

Rakernis sendiri diisi dengan berbagai
ceramah dengan materi wawasan terhadap
perkembangan aktual, perubahan paradigma
Reskrim, konsolidasi pembenahan dan perce-
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MAHAN DAN AKSELERASI
SME SERTA KINERJA
AM POLRI

(EPASTIAN HUKUM

Jakarta, 13-16 Moret 2007
A

kelompok kemudian dibuat
emudian dijadikan sebagai pedom-
n_ ka antisipasi terhadap segala

Khi 'ﬂul@h yang nantinya menjadl
kemnis 2007.

RINGKASAN MATERI KELOMPOK |
PEDO KHUSUS PENYIDIKAN
)f HDANA DI BIDANG PERTANAHAN

n—ﬁHAH; merupakan sarana yang amat
M pepting bagi hidup dan kehidupan




manusia baik untuk keperluan tempat tinggal
dan sebagai sumber mata pencaharian
maupun sebagai tempat peristirahatan terakhir,
karena ada masyarakat yang memandang
dan mempercayai tanah mengandung nilai
megis dan sakral. Untuk itu sering terjadi
seseorang mau mempertaruhkan nyawanya
demi mempertahankan sebidang tanah yang
dimiliki atau dikuasai bilamana orang lain
merampas atau menyerobot dan atau
menguasai tanpa hak.

Dalam era reformasi saat ini merupakan
kesempatan orang-orang yang dimasa lalu
hak kepemilikan tanahnya merasa dirampas
untuk melakukan penuntutan. Dalam situasi
dan kondisi tersebut berpeluang bagi pihak-
pihak tertentu mencari keuntungan pnbadv‘

kelompok maupun golongan. Sedangkaydlslgl'_‘ "ﬁa

lain sebagian besar rakyat Indone_s,la
awam adanya peraturan perundang-un
an dibidang pertanahan terutama me
proses dan prosedur pendaftarag"tana

pengurusan dokumen pemtlxkan “s@qgal
alas hak atas tanah yang ngnjﬂa*ﬂiku aid
diolahnya. Iy &4 7.
Seperti adanya tanah ule i
tanah negara diklaim/ glla syarakat

sebagai hak masyarakﬁse mpaf sebagai
tanah warisan turun temurun; aka

mempengaruhi pemanfaatannya baik untuk
kepentingan Pemerinta 1 Swasta.
Sebagian masyara ganggap bah-

milikan hak atas tanahnya, sebenamya Girik C/
Kikitir/ Petuk adalah sebagat buki surat waijib
pajak atas bidang tanah sedangkan bukti alas
hak kepemilikan atas tanahiadalah Buku Serti-
pikat Tanah yang diterbitkan oleh KepalaKantor
Agraria/ Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokek Agraria meru-
pakan Hukum Agraria Nasional disusun berda-
sarkan hukum agama seria bersifat sederhana,
diharapkan dapat menjamin kepastian hukum
bagi seluruh rakyat Indonesia juga mampu

A
hatau

menciptakan suatu predikasi pudamya dualisme
yang didasarkan atas hukum barat.

Meskipun sudah puluhan tahun UUPA di-
laksanakan sebagai upaya hukum didalam pe-
nataan pertanahan di Indonesia, namun pada
kenyataannya hingga saat ini banyak terjadi
sengketa tanah serta kasus-kasus tanah de-
ngan berbagai permasalahan dan modus ope-
randinya yang dilaporkan oleh masyarakat
para pemilik tanah kepada POLRI untuk dila-
Kukan penyidikan guna mengungkap kesus
pidananya sampaituntas sesuai prosedur hu-

kum yangbe ku-untulvmemper
fia ikuasal

-.anldapat membenkan arah khusu tentang.'
pertanahan bagi para penyidik/ penyidik

pembantu Polri agar dqpat melaksanakan
tugasnya lebih profeS|ona1 'dan proporsional.
-_-‘;
RINGKASAN MATERE I{EI.OMPOKH
TINDAK? PIDANA; TRAFFICKIN& IN
PERSON Al I v NN

FPENOMEN \ w.perdagangan manusrag\dr ‘

Indonesiaj Jalam prakteknya* tergelar
dalam spectrim jenis perbuatan yang sangat
luas, mulai dariyang nyata-nyata legal sampai
dengan yang dikemas secara rapi yang me-
manfaatkan kebijakan resminegara’ sebagal

‘pembungkus” praktek kejahatan.

. Penyidikan Tindak Pidana mengenai per-
dagangan orang pada dasarnya telah diatur
dalam beberapa beberapa undang-undang.
Pasal 297 dan Pasal' 324 KUHP mengatur
mengenai larangan perdagangan peremptian
dan anak serta larangan memperdagangkan
budak. namun substansinya tidak memadai
lagi.dan belum dapat menjangkau tindak pi-
dana yang sifatnya transnational dan
kejahatan terorganisasi:

Ketentuan mengenai larangan perda-
gangan orang khususnya untuk memberantas
segala bentuk perdagangan wanita dan ek-
sploitasi pelacuran telah ditegaskan dalam
pasal 6 convention on the elemenitajon of all
form of discrimination against women
(CEDAW) sebagaimana diratifikasi dengan
undang -Undang No 7 th 1984 tentang peng-
esahan Konvensi mengenai Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Untuk memberikan pedoman dalam rangka
melaksanakan penyelidikan dan penyidikan
tindak pidana perdagangan erang maka dibuat-
lah naskah ini agar seliap pelaksanaan di la-

ya,._ pangan memiliki keseragaman dalam bertindak.

. Pedoman khusus penyndlkan tindak pidana

ggdagangan arang (trafficking in person) di-
» rn { udkag untuk duadlkan pedoman bagi

,wns*a \

MENGGUNAP@D{QAKRAM?OPTIK

- Globalisasi (a.l.Meningkatnya Perdagang-

‘an Internasional).

Mudahnya menduplikasi.

Persoalan Pembajakan mendapat Perha-

tian Pemerintah.

Industri Cakram Optik "Tersamar dan tidak

jelas identitasnya®

- Penerimaan,Pajak.

- Dukungan kepada Industri Seni (musik,
Film) Nasional.

- Reputasi Indonesia di dunia internasional
a WACH LIST/dan Ancaman Sanksi
Perdagangan.

- Kredibilitas‘Indonesia dan Penanaman
Modal Asing.

i
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| Pengertian: _

a. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi
Pencipta atau penerima hak untuk mengu-
mumkan atau memperbanyak ciptaannya
atau memberiizin untuk itu dengan tidak
mengurangi pembatasan-pembatasan
menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

b. Cakram Optik {Optical Disc) yang selanjut
nyadisebut Cakram Optik adalahsegala
macam media rekam berbentuk Cakram

’ yang dapat dilsi atau berisi data informasi

berupa suara, musik, film atau data lainnya

‘ yang dapat dibaca dengan mekanisme

| teknologi pemindahan (scanning) secara
optic menggunakan sumber sinar yar

intensitasnya tinggi seperti laser,

RINGKASAN MATERI KELOMPOAV SRS, & angan
PEDOMAN KHUSUS PENYIDIKA :

| TINDAK PIDANA DIBID G g RINGKASAN'MATERI KELOMPOK Y

| PERTAMBANGAN : : PERATURAN KAPOLRITENTANG

| E PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

| INDAK Pidahal ' I ' PENCUCIAN'UANG >

| merupakan kejahatan terha A’{ ) f

| alamyang secara 'FI( pidana yenau0|anauang‘agalah

| terhadap kerugi kekayaan nfpakan d‘dg t|q§J§k pidana yamg'dapat

| alam yang ada (kmati oleh rakyat ='d ku an salah'satu atalijdua duaﬁy sef
pada umumnya ir orang-orang/ _q J [ﬂﬂ-l  (tersangka) sebagaﬁ'qan

| tertentu saja. f’ kitap ngeﬁal Gabggg nata

| Darikacam akejahatan i Pe r;g_ an /

lah diatur dala’m'
un 1967 tentag;g
l rtambangan:
Undang-undangdim mpaknya Kinis.
sudah perlu direvisi lari sisi sanksi
hukumnya dnasa’sudah"‘ﬁ memadai lagi

bidang pertambangar
Undang-undang

manakala duhadapﬁaL P uan untuk
menimbulkan efek jera. \ % an,g‘
Untuk mewujudkan.o ila- b Kdarwa beragam pf-fnafswan rumusan

peraturan perundang- undangan yang
dapat dijadikan celah hukum.
.¢. Penyidikan pencucian uang dapatdllakukan
- oleh. berbagai instansi yang memiﬁk1 ke-
wenangan penyidikan.

pangan dari Undang-unda
kegiatan penegakan hukum
oleh aparat penegak hukum-khususn
penyidik POLRI maupun PPNSiba
pusat maupun kewilayahan maka dira
untuk disusun buku pedoman khusts: peny”l,,._r
dikan tindak pidana dibidang penambaﬁﬁ‘an -4
Buku pedoman khusus penyidikan tindak
pidana di bidang pertambangan d|maksudkan

ditingkat Mabes POLRI / kesatuan wﬂayah kan' tntematlonal best pracﬁce
baik baik difingkat Polda, Polwiltabes dan Pol-  f. Ketentuan tentang pencegahan dan pem-

res/ta maupun PPNS dalam melakukan ke- berantasan TPPU khusus pendanaan teroris-
giatan penyidikan tindak pidana di bidang me periumeratiiikasi konvensi intemasional.
pertambangan. g. PPTK belum optimal dalam pemberantasan
Tujuan buku pedoman khusus ini bertujuan dan pencegahan TPPU karena keterbatas-
untuk mewujudkan kesatuan dan kesamaan an kewenangan dan SDM.
pola pikir dan pola tindak dalam penegakan  h. UUTPPU belum memberikan dasar hukum
hukum terhadap kejahatan kekayaan alam di yang kuat untuk melakukan pentrasiran,
bidang pertambangan. penyitaan, dan perampasan hasil kejahatan

Buku pedoman khusus ini dibatasi pada TPPU.

Perlunya peraturan kapolritentang peny}-
z kptdana pencucian uang untuk ke-
SEpSi i dan operasional dilapangan
angam TPPU.

KELOMPOK Vi

i g):K PIDANA KORUPSI

sliyang pada gilirannya
MPR XI!MPR/‘IQQS

lah menjadi tekad dan
sk memujudkan good

| lj]bangunan nasional
ngan agenda utama;

an hukum dan pembe-
lam terciptanya Indonesia

reputasi korupsi di Indonesia masih berada
pad 3 titikvyang/buruk pada sehingga
@ator peradaban bangsayang

dilndonesia memang sudah men-
jadi‘fenomena yang mencemaskan karena
bersifat meluas (wide spread) di segala sekior

g %emenntahan baik di pusat maupun di daerah,

hkan terjadi pula di sekior swasta seperfi
masyarakat penyedia jasa; pelaku bisnis dan
Jain- Iam

dak pidana kOI‘UpSI sudah termasuk kejahatan
yang luar biasa (extra ordinary crime) karena
bersifat sistemik, edemik dan berdampak.

Berbagai kebijakan untuk memberantas
korupsi telah ditempuh oleh Pemerintah, na-
mun dalam rangka pemberantasan Korupsi
masih diperlukan penanganan yang lebih se-
rius oleh semua pihak sesuai peranan baik
pemberantasan korupsi di tingkat nasional
maupun daerah, antara lain melalui penegak-
an hukum yang diemban oleh Polri. [cil]
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